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ABSTRACT 

This research explores ethical misconduct and corporate governance shortcomings in the financial controversy 

surrounding eFishery, an influential agritech startup in Indonesia. The country’s rapid digital expansion and 

investor-focused startup ecosystem have raised questions about organizational integrity and sustainability. The 

study focuses on identifying the tensions between valuation-driven growth and the adoption of ethical standards 

and governance principles. A qualitative literature review was conducted using materials from 2024 to 2025, 

including academic literature, regulatory data, media investigations, and company disclosures. Analysis draws on 

agency theory, stakeholder theory, and normative ethical frameworks to interpret the behavioral and structural 

violations involved. Findings reveal unethical practices, such as distorted financial records, misleading use of user 

data, and opacity in distributing support to aquaculture stakeholders. The company failed to meet the expectations 

of Good Corporate Governance, particularly in transparency, accountability, independence, and fairness. 

Recommendations proposed involve instituting whistleblowing systems, restructuring incentive mechanisms, 

cultivating moral awareness in organizational culture, and involving stakeholders in decision-making processes. 

The case of eFishery demonstrates the damaging consequences of ethical neglect and governance breakdown. 

Long-term resilience in startups within emerging economies demands early integration of ethical governance 

values. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas pelanggaran etika dan lemahnya tata kelola perusahaan dalam skandal keuangan yang 

melibatkan eFishery, startup agritech berpengaruh di Indonesia. Pertumbuhan pesat transformasi digital dan 

ekosistem startup berbasis investor memunculkan kekhawatiran terhadap integritas dan keberlanjutan perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan menggali ketidaksesuaian antara ekspansi yang berorientasi valuasi dan penerapan nilai 

etika serta prinsip tata kelola yang kuat. Metode yang digunakan berupa tinjauan pustaka kualitatif berdasarkan 

sumber-sumber tahun 2024 hingga 2025, seperti jurnal ilmiah, laporan investigatif, dokumen regulasi, dan 

pernyataan perusahaan. Analisis mengacu pada teori agensi, teori pemangku kepentingan, serta pendekatan etika 

normatif untuk memahami pelanggaran struktural dan moral yang terjadi. Temuan mengindikasikan adanya praktik 

tidak etis, termasuk rekayasa laporan keuangan, manipulasi data pengguna, dan minimnya transparansi dalam 

pendistribusian dukungan untuk pembudidaya kecil. Perusahaan juga tidak mampu menjalankan prinsip Good 

Corporate Governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan. Beberapa saran 
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meliputi penerapan sistem pelaporan internal, perbaikan struktur insentif, penguatan nilai moral dalam budaya 

organisasi, dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Kasus ini menjadi 

peringatan penting mengenai dampak dari kegagalan etika dan tata kelola yang dapat merusak kepercayaan publik 

serta menghambat tujuan sosial startup. 
 

Katakunci: Etika Bisnis; Tata Kelola Perusahaan Skandal Startup; Fraud; Teori Pemangku Kepentingan.  
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PENDAHULUAN 

 Etika bisnis dan tata kelola perusahaan merupakan dua konsep fundamental yang berperan penting 

dalam menjamin integritas serta keberlanjutan usaha (Marlina et al., 2024). Perkembangan industri startup 

di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan akselerasi digitalisasi dan 

meningkatnya arus investasi dari lembaga keuangan nasional maupun internasional (PwC Indonesia, 2023). 

eFishery merupakan salah satu contoh startup yang menonjol di sektor teknologi pertanian (agritech), yang 

dikenal sebagai pionir dalam penerapan teknologi akuakultur . Pertumbuhan cepat ini tidak selalu diiringi 

dengan sistem tata kelola perusahaan yang kuat dan penerapan etika bisnis yang mapan.  

 Pertengahan tahun 2024, eFishery menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan manipulasi data 

pengguna serta pelanggaran transparansi keuangan, khususnya terkait penyaluran kredit dan bantuan sosial 

untuk sektor perikanan (CNBC Indonesia, 2024). Peristiwa ini memunculkan kekhawatiran atas lemahnya 

pengawasan dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan (good corporate governance) pada startup yang 

memperoleh pendanaan besar, termasuk dari lembaga-lembaga keuangan negara dan swasta (OECD, 2015). 

Dugaan pelanggaran tersebut tidak hanya mengancam kepercayaan publik, tetapi juga dapat merugikan 

petambak kecil yang menjadi bagian dari ekosistem bisnis startup tersebut. Situasi ini menegaskan 

pentingnya integrasi prinsip etika bisnis dan tata kelola yang baik dalam struktur manajemen startup, yang 

umumnya bersifat lincah namun kurang dalam aspek kontrol institusional  

 Studi-studi terdahulu telah menyoroti isu etika bisnis dan tata kelola perusahaan dalam konteks 

perusahaan teknologi secara global. Tekanan pertumbuhan dari investor dapat mendorong kompromi 

terhadap nilai-nilai etika dalam proses pengambilan keputusan (Fatmawati et al., 2023). Skandal Theranos 

dapat digunakan  sebagai contoh nyata kegagalan tata kelola dalam mendeteksi penyimpangan internal oleh 

pendiri perusahaan (Carreyrou, 2018). Literatur tersebut sebagian besar masih terbatas pada konteks 

internasional dan belum banyak yang secara khusus mengkaji kasus-kasus serupa di Indonesia. Kajian yang 

secara komprehensif membahas aspek integritas dan tata kelola dalam ekosistem startup nasional masih 

relatif jarang dilakukan, meskipun urgensinya semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor ini.  

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik etika bisnis dan tata kelola perusahaan dalam 

kasus skandal eFishery di Indonesia melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Fokus kajian 

mencakup identifikasi bentuk pelanggaran etika, analisis kelemahan tata kelola perusahaan, serta telaah 

terhadap kontribusi kelemahan tersebut terhadap munculnya permasalahan yang terjadi. Analisis dilakukan 

dengan menggunakan kerangka teori yang relevan, seperti agency theory, stakeholder theor,y, dan etika 

normatif (Eisenhardt, 1989; Freeman & McVea, 2001; Velasquez, 2012). Dengan demikian, studi ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika etika dan tata kelola pada 

startup Indonesia serta menghasilkan pembelajaran dan rekomendasi etis yang konstruktif guna 

memperkuat tata kelola perusahaan rintisan secara lebih berintegritas dan berkelanjutan. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Etika Bisnis 

 Teori etika bisnis menjelaskan bahwa setiap keputusan bisnis seharusnya mempertimbangkan 

aspek moral, tidak hanya aspek legal atau finansial semata (Velasquez, 2019). Etika bisnis mencakup nilai-

nilai dasar seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas, yang menjadi panduan dalam 

pengambilan keputusan strategis perusahaan (Velasquez, 2019). Perusahaan sering menghadapi dilema etis, 
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seperti memilih antara keuntungan jangka pendek dan dampak sosial jangka panjang, di mana nilai-nilai 

etika menjadi panduan penting (Velasquez, 2019). Etika bisnis juga menggarisbawahi bahwa kepatuhan 

terhadap hukum belum tentu mencerminkan moralitas tinggi jika tidak disertai dengan prinsip-prinsip 

keadilan dan tanggung jawab sosial (Velasquez, 2019). Etika diperlukan untuk membentuk budaya 

organisasi yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan stakeholder 

secara luas (Solomon, 2007). Etika bisnis sangat relevan dalam ekosistem startup yang rentan terhadap 

tekanan pertumbuhan dan godaan untuk mengabaikan nilai moral demi pertumbuhan eksponensial 

(Gedeon, 2024). 

 

Teori Agensi 

 Teori agensi membahas hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik modal) dan agen (manajer) 

dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik kepentingan muncul ketika agen memiliki 

informasi lebih banyak daripada prinsipal dan menggunakan posisi tersebut untuk keuntungan pribadi 

(Jensen & Meckling, 1976). Masalah ini dikenal sebagai masalah asimetri informasi, yang dapat mengarah 

pada tindakan oportunistik agen seperti manipulasi laporan keuangan (Bushman & Smith, 2001). Biaya 

agensi (agency cost) muncul karena perlunya mekanisme pengawasan dan insentif agar agen bertindak 

sesuai dengan kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Mekanisme tersebut dapat berupa 

pemberian saham, bonus berbasis kinerja, hingga kehadiran dewan komisaris independen yang berfungsi 

sebagai pengawas (Solomon, 2007). Teori ini sangat relevan karena banyak pendiri startup juga bertindak 

sebagai eksekutif utama yang memegang kendali penuh, tanpa pengawasan memadai (Nguyen et al., 2023). 

 

Teori Stakeholder 

 Teori stakeholder menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada pemegang 

saham, tetapi kepada seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnis (Freeman, 1984). Stakeholder 

meliputi karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, regulator, dan masyarakat luas (Freeman, 1984). 

Perusahaan harus menjaga keseimbangan kepentingan di antara para stakeholder untuk mencapai 

keberlanjutan jangka panjang (Freeman, 1984). Perusahaan yang terlalu berorientasi pada shareholder 

value sering kali mengabaikan hak-hak stakeholder lain, yang dapat memicu konflik sosial dan reputasi 

buruk (Sims & Brinkmann, 2020). Kasus startup eFishery, tekanan dari investor untuk mengejar valuasi 

tinggi menyebabkan pengabaian terhadap transparansi dan tanggung jawab terhadap stakeholder lain 

seperti karyawan dan pelanggan (Katadata, 2024). Startup yang berorientasi stakeholder memiliki 

keunggulan dalam membangun kepercayaan publik dan daya tahan etis jangka panjang (Hussain & 

Gunasekaran, 2023). 

 

Teori Good Corporate Governance (GCG) 

 GCG merupakan sistem dan prinsip yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan 

perusahaan agar berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel (Solomon, 2007). Prinsip utama GCG 

meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (OECD, 2015). 

Transparansi berarti perusahaan harus menyediakan informasi yang jujur, lengkap, dan tepat waktu kepada 

pemangku kepentingan (OECD, 2015). Akuntabilitas berarti setiap individu di perusahaan harus 

bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya (FCGI, 2001). Responsibilitas menekankan bahwa 

perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tidak bisa diabaikan demi keuntungan 
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finansial semata (Solomon, 2007). Independensi menuntut agar organ pengawas seperti dewan komisaris 

atau komite audit bebas dari pengaruh pihak manajemen (FCGI, 2001). Fairness berarti semua pemangku 

kepentingan harus diperlakukan secara adil dan setara (OECD, 2015). Implementasi GCG yang baik pada 

startup membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, terutama ketika struktur organisasi 

masih kecil dan informal (KPMG, 2023). 

 

Teori Fraud 

 Teori Fraud Triangle menyebutkan bahwa kecurangan terjadi karena kombinasi tiga faktor: 

tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Cressey, 1953). Tekanan dapat berupa target penjualan yang tidak 

realistis, kebutuhan pribadi, atau tekanan investor untuk mencapai pertumbuhan (Cressey, 1953). Peluang 

muncul ketika sistem pengendalian internal perusahaan lemah atau tidak berjalan secara efektif (Albrecht 

et al., 2012). Rasionalisasi adalah proses psikologis di mana pelaku membenarkan tindakan curang sebagai 

sesuatu yang "masih wajar" atau "terpaksa dilakukan" (Cressey, 1953). Perkembangan teori Fraud 

Diamond menambahkan elemen keempat: kapabilitas pelaku untuk melakukan kecurangan (Wolfe dan 

Hermanson, 2004). Teori ini diperluas menjadi Fraud Polygon dengan memasukkan unsur teknologi, 

kelemahan sistem audit digital, dan tekanan reputasional pada startup (Roffia & Poffo, 2025). Kemajuan 

teknologi seperti penggunaan AI dan deepfake juga membuka peluang baru bagi bentuk kecurangan yang 

lebih kompleks (RISIS International, 2024). 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini 

dipilih untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam praktik etika bisnis dan tata kelola 

perusahaan dalam konteks dugaan skandal eFishery di Indonesia. Metode ini bersifat induktif, yang berarti 

peneliti membangun pemahaman berdasarkan pengumpulan dan analisis data sekunder yang relevan. Studi 

ini memanfaatkan 30 dokumen yang dikumpulkan dari rentang waktu tahun 2024 hingga 2025, yang terdiri 

dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta sumber daring seperti website berita dan pernyataan resmi perusahaan. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis yang mencakup artikel jurnal 

akademik, laporan investigasi media, regulasi pemerintah, publikasi akademik, dan dokumen resmi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan atau otoritas terkait. Data dikumpulkan menggunakan teknik purposive 

sampling, yakni dengan memilih secara sengaja dokumen yang memuat informasi penting terkait 

pelanggaran etika, kelemahan tata kelola, dan dampak terhadap para pemangku kepentingan. Selain itu, 

teknik snowball sampling digunakan untuk melacak dan memperoleh sumber-sumber tambahan dari daftar 

pustaka dan referensi yang tercantum dalam dokumen awal. 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah lembar analisis dokumen, yang berfungsi untuk 

mengidentifikasi dan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema tertentu. Tema-tema tersebut 

meliputi jenis pelanggaran etika, bentuk kegagalan dalam tata kelola perusahaan, aktor-aktor yang terlibat, 

serta tanggapan dari pihak internal maupun eksternal (stakeholder). Proses analisis data dilakukan dengan 

metode analisis tematik yang mengikuti tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan (Miles dan Huberman, 1994). Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis dan 

diinterpretasikan secara mendalam, serta dikaitkan dengan teori-teori yang relevan seperti agency theory, 

stakeholder theory, dan prinsip good corporate governance. Peneliti menggunakan teknik triangulasi 
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sumber untuk menjaga validitas temuan, dengan cara membandingkan dan mengkonfirmasi data dari 

berbagai jenis dokumen, seperti media daring, jurnal ilmiah, dan pernyataan resmi perusahaan. 

Dependability atau keterandalan dijaga melalui dokumentasi proses analisis yang sistematis dan dapat 

ditelusuri kembali oleh peneliti lain bila diperlukan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk Pelanggaran Etika dalam Kasus eFishery 

1.1 Manipulasi dan Ketidaktransparanan Laporan Keuangan 

Bentuk pelanggaran etika paling krusial dalam kasus eFishery adalah manipulasi laporan keuangan 

yang menyebabkan distorsi informasi kepada publik dan investor. Terdapat dugaan kuat bahwa pihak 

direksi terlibat dalam tindakan fraud melalui pemalsuan data keuangan demi menjaga citra perusahaan dan 

menarik investasi tambahan (Azhari et al, 2025). Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan 

transparansi yang menjadi dasar etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik. Ketidaktransparanan 

dalam pelaporan keuangan bukan hanya melanggar norma moral, tetapi juga merusak kepercayaan 

pemangku kepentingan terhadap integritas korporasi. 

Fenomena manipulasi ini juga bukan kasus yang terisolasi. Praktik serupa ditemukan dalam kasus 

BharatPe di India, di mana startup unicorn tersebut terjebak dalam krisis tata kelola karena upaya menutup 

kekurangan performa keuangan melalui data yang dipoles (Gupta, 2024). Menunjukkan bahwa ekosistem 

startup rentan terhadap penyimpangan etika karena tekanan untuk tumbuh secara eksponensial dalam waktu 

singkat. Perilaku manipulasi data sering kali dilakukan sebagai respon terhadap ekspektasi eksternal, bukan 

hanya niat jahat, sehingga penilaian etis menjadi semakin penting dalam menilai tindakan tersebut. (Lyu, 

2024)  

 

1.2 Kegagalan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) 

Kasus eFishery juga menunjukkan kegagalan serius dalam penerapan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance (GCG), yang seharusnya menjadi landasan dalam menjaga integritas organisasi. 

Banyak startup di era inovasi gagal membangun sistem pengawasan internal yang memadai, karena lebih 

fokus pada pertumbuhan teknologi daripada membentuk kerangka kerja etis dan tata kelola yang kuat 

(Rahajeng, 2025). Lemahnya sistem pengendalian dan tidak adanya mekanisme whistleblowing yang 

efektif memperbesar peluang terjadinya penyimpangan internal pada kasus eFishery ini. 

GCG yang lemah memperbesar peluang terjadinya fraud, khususnya ketika pengawasan direksi 

dan dewan komisaris tidak berjalan sebagaimana mestinya (Arum et al, 2024). Ketika peran pengendalian 

internal diabaikan atau sekadar formalitas, seperti yang sering terjadi pada perusahaan rintisan yang 

mengejar “valuation” semata, maka prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab menjadi korban. Banyak 

startup gagal mengadaptasi praktik tata kelola global yang ketat, sehingga struktur pengawasan internal 

mereka menjadi rapuh dan mudah ditembus oleh praktik manipulatif (Das dan Sahasrabuddhe, 2024), 

 

1.3 Penyalahgunaan Kepercayaan Investor dan Stakeholder 

Aspek lain yang mencolok dalam pelanggaran etika oleh eFishery adalah penyalahgunaan 

kepercayaan investor dan para pemangku kepentingan lainnya. Startup ini diduga menyampaikan klaim 

kinerja yang tidak akurat kepada investor untuk memperoleh pendanaan, yang pada dasarnya merupakan 
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bentuk penipuan secara etis. Tindakan ini melanggar prinsip integritas, tanggung jawab, dan tanggung 

jawab sosial perusahaan (CSR). Perusahaan fintech atau agritech memiliki tanggung jawab etis untuk 

menyampaikan informasi yang benar karena karakter digital mereka membuat keterbukaan data menjadi 

lebih penting dibanding perusahaan konvensional (Alade, 2025). 

Tindakan semacam ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan mengabaikan kepentingan 

stakeholder demi keuntungan jangka pendek. Analisis tentang kasus FTX menjelaskan bahwa “genius 

leadership” sering kali digunakan sebagai tameng untuk membenarkan kegagalan dalam tata kelola dan 

etika (Rehman, 2024). Tidak ada justifikasi moral yang dapat diterima untuk tindakan yang mengecoh para 

pemangku kepentingan yang telah menanamkan kepercayaan dan dana mereka. Pendekatan etis harus 

menjadi bagian integral dari model bisnis sejak awal untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas. 

 

2. Kelemahan Tata Kelola Perusahaan yang Muncul 

2.1 Lemahnya Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit 

Kelemahan utama dalam tata kelola perusahaan yang sering kali menjadi akar skandal keuangan 

adalah lemahnya fungsi pengawasan oleh dewan komisaris dan komite audit. Praktiknya, banyak 

perusahaan yang hanya membentuk komite audit sebagai formalitas, tanpa dukungan kompetensi dan 

independensi yang memadai. Kurangnya keahlian keuangan dalam komite audit, ditambah dengan sikap 

overconfidence dari CEO, dapat memperburuk kelemahan sistem pengendalian internal. Kondisi ini 

menciptakan celah besar bagi terjadinya manipulasi laporan keuangan atau praktik keuangan tidak etis yang 

luput dari pengawasan (Ananzeh, 2024). 

Komite audit yang tidak memiliki otoritas dan akses terhadap informasi internal perusahaan juga 

cenderung tidak mampu mengidentifikasi dan menindaklanjuti potensi kecurangan (fraud). Fragmentasi 

regulasi menyebabkan kesenjangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal (Xu, 2024). Jika dewan 

komisaris hanya berfungsi sebagai simbolis tanpa pengawasan aktif, maka risiko terjadinya skandal 

keuangan akan semakin besar, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus startup berbasis teknologi di 

era modern. 

 

2.2 Rendahnya Transparansi dan Akuntabilitas 

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam good corporate governance. 

Banyak kasus, terutama pada perusahaan startup, prinsip ini seringkali diabaikan demi menjaga citra dan 

daya tarik investor. Manipulasi laporan laba, atau yang dikenal dengan earnings management, merupakan 

praktik yang umum terjadi ketika perusahaan gagal menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan 

kejujuran laporan keuangan (Alao et al., 2024). Kegagalan dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat 

tidak hanya merusak kredibilitas perusahaan, tetapi juga memperlemah struktur kepercayaan di antara para 

investor dan stakeholder lainnya. 

Ketiadaan sistem pelaporan yang terbuka dan akuntabel memungkinkan manajemen untuk 

menyembunyikan kinerja yang sesungguhnya. kasus-kasus tertentu, diperparah dengan keterlibatan aktif 

manajemen puncak dalam menyetujui pengeluaran besar atau transaksi yang tidak sesuai dengan 

kepentingan perusahaan. Struktur GCG yang lemah turut mendorong perusahaan untuk menghindari pajak 

dan melakukan agresivitas fiskal demi kepentingan internal (Nailufar et al., 2024). Akibatnya, akuntabilitas 

perusahaan menjadi kabur dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang sehat. 
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2.3 Budaya Perusahaan yang Tidak Etis dan Fokus Berlebihan pada Pertumbuhan 

Budaya organisasi yang tidak berakar pada nilai-nilai etika merupakan salah satu penyebab utama 

lemahnya tata kelola perusahaan. Perusahaan rintisan (startup) sering kali mengejar pertumbuhan yang 

cepat dan agresif tanpa mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap regulasi dan etika bisnis. Perilaku 

moral manajer yang lemah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan dan 

efektivitas sistem tata kelola (Moradi et al., 2024). Banyak kasus, manajemen terlalu fokus pada pencapaian 

target pertumbuhan dan valuasi, sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian dan integritas. 

Kepemimpinan yang bersifat otoriter dan tidak terbuka terhadap kritik atau masukan akan 

memperparah situasi. Konteks bisnis modern, peran kepemimpinan etis menjadi sangat penting dalam 

membentuk budaya perusahaan yang sehat (Akinsola, 2025). Sayangnya, banyak pemimpin perusahaan 

yang masih belum menyadari pentingnya internalisasi nilai-nilai tata kelola di semua lini organisasi. Ketika 

budaya perusahaan hanya berorientasi pada pertumbuhan dan profit jangka pendek, maka terjadinya 

pelanggaran etika dan hukum menjadi tak terhindarkan. 

 

2.4 Tidak Adanya Mekanisme Whistleblowing yang Efektif 

Ketiadaan sistem whistleblowing yang aman dan efektif juga menjadi celah besar dalam sistem tata 

kelola. Mekanisme ini seharusnya menjadi alat utama untuk mendeteksi lebih awal adanya penyimpangan 

dalam kegiatan operasional maupun keuangan perusahaan. Komponen modal sosial dan budaya 

kepercayaan belum cukup kuat untuk mendukung praktik pelaporan penyimpangan (Salehi et al., 2024). 

Karyawan sering kali takut terhadap ancaman balasan atau kehilangan pekerjaan apabila melaporkan 

pelanggaran, yang pada akhirnya menyebabkan kasus-kasus kecurangan tidak terdeteksi sejak dini. 

 

3. Analisis Praktik Etika dan Tata Kelola Perusahaan dalam Kasus eFishery Berdasarkan 

Kerangka Teori: Agency Theory, Stakeholder Theory, dan Etika Normatif 

3.1 Manipulasi Kepentingan dalam Perspektif Agency Theory 

Agency Theory menjelaskan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajemen (sebagai agen) 

dan investor (sebagai prinsipal), terutama ketika tujuan dan kepentingan kedua pihak tidak selaras. Dugaan 

adanya dua versi laporan keuangan dalam kasus eFishery (internal dan eksternal) menunjukkan bentuk 

nyata dari konflik agensi, di mana manajemen lebih memilih memoles kinerja finansial perusahaan untuk 

menarik investasi baru, daripada menyajikan data yang akurat dan bertanggung jawab (Agustin et al., 2025). 

Tindakan ini bertentangan dengan prinsip integritas dan transparansi yang seharusnya dijalankan 

oleh manajemen dalam menjaga kepercayaan investor. Ditegaskan oleh (Agustin et al., 2025), 

ketidakjujuran dalam pelaporan merusak prinsip tata kelola dan mengindikasikan lemahnya kontrol internal 

serta tingginya tekanan untuk mempertahankan valuasi. Sejalan dengan temuan dalam teori agensi klasik 

(Jensen & Meckling), bahwa struktur insentif yang tidak seimbang dapat mendorong manajer untuk 

melakukan tindakan oportunistik. 

 

3.2 Pengabaian Kepentingan Pemangku Kepentingan dalam Stakeholder Theory 

Stakeholder Theory berfokus pada tanggung jawab perusahaan terhadap semua pihak yang 

terdampak oleh keputusan dan aktivitas bisnisnya, termasuk investor, petani mitra, karyawan, dan 

masyarakat. Kasus eFishery, tindakan memanipulasi data pengguna aktif serta mengaburkan performa 

keuangan merupakan bentuk pengabaian terhadap kepentingan para stakeholder. 
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Perusahaan tidak hanya menyesatkan investor, tetapi juga merugikan mitra peternak yang 

mengandalkan teknologi dan sistem perusahaan dalam menjalankan usahanya. eFishery telah membangun 

budaya organisasi yang rapuh secara moral, dengan lemahnya nilai etika kolektif dan kontrol sosial internal 

(Saumalia & Yusnaini., 2025). Penyalahgunaan kepercayaan stakeholder demi mengejar pendanaan jangka 

pendek mencerminkan kegagalan dalam membangun tata kelola berorientasi jangka panjang yang etis dan 

berkeadilan. 

 

3.3 Pelanggaran Prinsip Moral Berdasarkan Etika Normatif 

Etika Normatif, memiliki sudut pandang bahwa tindakan eFishery melanggar prinsip-prinsip moral 

dasar seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Pendekatan deontologis, perusahaan memiliki 

kewajiban moral untuk menyampaikan informasi yang benar dan bertindak secara etis, terlepas dari hasil 

atau tekanan pasar. Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan jelas merupakan pelanggaran terhadap 

kewajiban moral tersebut. 

Pendekatan utilitarian lebih jauh lagi, tindakan memalsukan data demi menarik investor dapat 

terlihat menguntungkan dalam jangka pendek, namun berdampak negatif secara luas terhadap banyak 

pihak, termasuk investor yang mengalami kerugian, karyawan yang terkena PHK, dan kerusakan reputasi 

industri startup Indonesia secara umum. Tidak ada pembenaran moral yang sah atas tindakan yang 

merugikan banyak pihak ini. 

 

4. Rekomendasi Etis untuk Memperkuat Tata Kelola dan Mencegah Pelanggaran Etika di Startup 

Indonesia 

4.1 Penguatan Mekanisme Pengawasan berdasarkan Agency Theory 

Kelemahan mendasar dalam startup seperti eFishery adalah absennya sistem pengawasan internal 

yang efektif. Konflik kepentingan antara manajemen dan investor dapat diminimalkan dengan 

meningkatkan mekanisme pengendalian seperti audit internal yang independen, peran aktif dewan 

komisaris, serta transparansi sistem kompensasi berdasarkan agency theory (Agustin et al., 2025). 

Startup perlu menata ulang struktur insentif agar tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan 

valuasi, tetapi juga pada keberlanjutan dan akuntabilitas jangka panjang. Penggunaan teknologi berbasis 

real-time data monitoring dan pelaporan berbasis blockchain juga dapat menjadi inovasi tata kelola yang 

menekan potensi moral hazard (Yusnaini & Tarmizi., 2025). Perusahaan rintisan harus memahami bahwa 

pertumbuhan yang sehat harus selaras dengan pengendalian risiko manajerial. 

 

4.2 Penerapan Prinsip Keadilan dan Transparansi menurut Stakeholder Theory 

Startup digital di Indonesia cenderung fokus pada pemenuhan target pertumbuhan dan kebutuhan 

investor, namun mengabaikan prinsip keadilan dan keterlibatan stakeholder lainnya seperti mitra, 

pengguna, dan karyawan. Stakeholder Theory, perusahaan perlu membangun mekanisme dialog dan 

pelibatan stakeholder dalam pengambilan keputusan penting (Freeman, 2024). 

Langkah konkret yang dapat diambil adalah membentuk stakeholder committee yang mewakili 

suara pengguna dan mitra, serta menyusun laporan keberlanjutan (sustainability report) yang bersifat 

terbuka dan dapat diakses publik. Perusahaan yang melibatkan stakeholder dalam proses bisnis cenderung 

lebih tahan terhadap krisis etika karena memiliki legitimasi sosial yang kuat (Saumalia & Yusnaini., 2025). 
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4.3 Integrasi Nilai-Nilai Moral Organisasi dalam Kerangka Etika Normatif 

Etika Normatif menekankan pentingnya nilai moral universal seperti kejujuran, tanggung jawab, 

dan keadilan sebagai fondasi etika organisasi. Startup di Indonesia perlu menanamkan budaya etis sejak 

tahap awal melalui kode etik yang mengikat, pelatihan etika bisnis, dan sistem pelaporan pelanggaran 

(whistleblowing system) yang aman dan anonim. 

Perusahaan rintisan yang menanamkan nilai moral sebagai bagian dari DNA organisasi memiliki 

ketahanan etis lebih tinggi dan lebih dipercaya oleh publik. Perusahaan harus menolak budaya kerja “grow 

fast at any cost” yang sering digunakan untuk membenarkan pelanggaran etika demi ekspansi cepat 

(Alade., 2025). 

 

 

 KESIMPULAN 

Kasus dugaan pelanggaran etika di eFishery mengungkap berbagai kelemahan dalam praktik tata 

kelola perusahaan, khususnya pada perusahaan rintisan (startup) yang berorientasi pada pertumbuhan cepat. 

Praktik manipulasi laporan keuangan, ketidaktransparanan, serta penyalahgunaan kepercayaan stakeholder 

menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar etika bisnis seperti kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab 

belum terinternalisasi secara kuat dalam struktur manajerial eFishery. Ketidakefektifan pengawasan 

internal, lemahnya budaya etis organisasi, dan absennya mekanisme whistleblowing yang aman menjadi 

faktor utama yang memicu terjadinya penyimpangan tersebut. Sejalan dengan pandangan Agency Theory 

dan Stakeholder Theory yang menekankan pentingnya pengawasan dan pemenuhan kepentingan berbagai 

pihak secara seimbang. 

Tindakan eFishery jelas bertentangan dengan prinsip moral universal yang semestinya menjadi 

dasar perilaku bisnis yang berkelanjutan. Dibutuhkan reformasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola 

perusahaan startup di Indonesia, dengan menitikberatkan pada penguatan fungsi audit internal, peningkatan 

transparansi, serta pembentukan budaya etika yang kuat. Startup perlu mengintegrasikan nilai-nilai moral 

dan prinsip keberlanjutan sejak awal pembentukan, bukan hanya untuk menghindari skandal, tetapi juga 

untuk membangun legitimasi sosial dan kepercayaan publik dalam jangka panjang. 
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